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M.H. selaku koordinator pada Kejati DIY.

Hasil Wawancara dengan Binsar Pantas Sihaloho, S.H., M.H. selaku
Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Y ogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ramadan Tabiu, S.H., LL.M., selaku Dosen
Hukum Pidana Universitas Halu Oleo.

Hasil Wawancara dengan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku Dosen
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Hasil Wawancara dengan Diky Anandya selaku Peneliti pada Divisi
Hukum dan Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW)



